
BI'PATI TAPTIT
PROVINSI KALIMAISTAIT SEL/ITAII

PERATI'RAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAIIUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAI| AITSEPNOR SEIIATI
(AIISEPIOR SEIAIITERA, IIARIIIOMS' TANG'GiIIH DAN IDOIAI

SEBAGAI TEITAGA PEIYN'LI'H PROGRAItr KELUARGA BERTNCANA
DI KABT'PATEIT TAPIN

DEITGAIT RAHUAT TI'HAIT YAITG UAIIA ESA

BI'PATI TAPIIIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga
Berencana di Kabupaten Tapin dengan
melibatkan Akseptor, maka dipandang perlu
mengatur Pemberdayaan Akseptor Sehati
(Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh dan
Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program
Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daeratr Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Repr.rblik lndonesia Nomor

' 27561;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9

tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O8O);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;



4.

5.

7.

8.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran

'Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2OL4
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluugd, Keluarga Berencana,
dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 319, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 561a);

9.

n{
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lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

'Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : KEP/ \2OIM.PAN /9 /2OO4
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keh:arga
Berencana Nasional Nomor : 143 /HK-
OLOIBSI2OO9 tentang Pedoman Jaminan dan
Pelayanan Keluarga Berencana;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor : 155/ HK-
OIO/85/2OO9 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor : 153/HK-
OIO /BS /2OO9 tentang Pedoman
Pengembangan Advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE);

16. Peraturan Kepela Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor : 55/HK-
OIO/B,5/2OlO tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN
PTMBERI}AYAAN

BUPATI
AIISEPNOR

TENTAITG
SEHATI

IAKSEPnOR SE ATTTERA, rrARUOtnS,
TArr(xirrH, DAN ITDLAI STBAGN TENAGA
PEIYTULIII PROGRATI XTLUARGA BEREITCANA
DI KABI'PATEN TAPIN.

BAB I
KETEITTUAN T'MI'U

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tatrun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg{a
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapin.

5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana adalah Kepda Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
adalah Badan Pemberdayaal Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tapin.

7. Program Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat
Program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran
serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,
pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,
peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewrrjudkan
keluarga kecil bahagia dan sejahtera, menuju keluarga
berkualitas.

8. Akseptor adalah orang yang menerirna serta mengikqti
pelaksanaan Program KB.

g. Akseptor sejahtera, Harmonis, Tangguh dan Idola, yang
selanjutnya disebut Akseptor SEHATI adalah Akseptor yang

sudaL *ap"t menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP) yang sudah sejahtera, harmonis, tangguh, dan dapat
menjadi idola oleh, rnasYarakat Y
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1O. Kelompok Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat
Kelompok KB adalah kelompok dalam wadah organisasi yang
anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu rukun
tetangga yang secara suka rela berperan aktif mengelola Program
Keluarga Berencana Nasional di tingkat rukun tetangga.

11. Penyuluh Keluarga Berencana, ytrng selanjutnya disingkat PKB
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi
dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.

12. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya
disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang
mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan
kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan
Keluarga Berencana.

BAB II
DIAIISUD DAIT TUWAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur teknis
penyuluhan Program KB oleh Akseptor SEHATI kepada masyarakat
guna membantu tugas PKB/PLI,G di Kabupaten Tapin.

Pasal 3

Akseptor SEHATI bertujuan untuk peningkatan efektifitas
penyrluhan Program KB guna meningkatkan pemakaian Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MIUP) oleh masyarakat Kabupaten
Tapin.

BAB II,[

' RUANG LIITGKI'P

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Akseptor SEHATI adalah :

a. penggerakan
dan edukasi

klien melatui advokasi dan komunikasi, informasi
(KrE);

b. komunikasi inter personal/konseling (KIP/K);

c. membantu pelayanan kontrasepsi keluarga berencana; dan

d. pendataan keluarga.

r{



-6-

BAB TV

TUGAS AIGEPNOR SEIIATI

Pasal 5

Tugas Akseptor Sehati sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah
sebagai berikut:
a. penggerakan klien melalui advokasi dan komunikasi, informasi

dan edukasi (KIE) :

memberikan informasi mengenai Program KB Nasional yaitu
tentang kependudukan, keluarga berencana, alat dan obat
metode kontrasepsi lebih khusus tentang Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MIUP), masalah kesehatan reproduksi,
kesehatan reproduksi remaja (KRR), pembentukan karakter sejak
dini, dan menepis mmor/isu seputar Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) di masyarakat.

b. komunikasi inter personal/konseling (KPI/K) :

komunikasi yang paling efektif dalam upaya mengubah sikap,
pendapat atau perilalm seseorErng yang bersifat dialogis serta
menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka secara
langsung.

c. membantu pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, yang
meliputi :

1. mencatat dan melaporkan masyarakat yang ingln mengilmti
Program KB, 'khususnya menggunakan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP) kepada PKB/PLKB setempat; dan

2. mendampingr dan memberikan dulmngan semangat kepada
masyarakat yang ingrn menggunakan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP).

d. pendataan keluarga :

membantrr mengkoordinir dalam kegiatan pengumpulan data
primer, data demografi, data keluarga berencana, data keluarga
sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secata
serentak pada waktu yang telah ditentukan meldui larnjungan
ke keluarga dari rumah ke rumah.

Pasal 6

Akseptor SEHATI dalam melaksanakan tugas sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 5 harus berada dibawatr koordinasi
PKB/PLKB Kecamatan setempat berdasarkan Surat Tugas/Mandat
yang diberikan oleh PKB/PLKB Kecamatan setempat'



-7-

BAB V

PEIYCATATAIT DAN PELITPORAN

Pasal 7

Dalam melalrukan pencatatan dan pelaporan, Akseptor SEHATI
berkoordinasi dengan PKB/PLKB Kecamatan setempat dibawah
pengawasan Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasat 8

Pencataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berpedoman sesuai, dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
MOITITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dilaksanakan secara berkala atau
melibatkan pihak-pihak terkait.

kegiatan Akseptor SEHATI
sesuai kebutuhan dengan

BAB VII
PEMBINAAIT

Pasat 10

Pembinaan Akseptor SEHATI berada dibawah tanggungiawab Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB VUI

PENDANAAI{

Pasal 11

Pendanaan kegiatan Akseptor SEHATI dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan
peiberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan sumber
anggaran sah lainnya y{rg tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

n{
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BAB DK

PENUTUP

Pasat 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

di Rantau
12 .-o i :'01 5

M. ARIIIIT ARPAIS
di Rantau

12 .-e i 2016

KABUPATEIT TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 20T6 NOMOR 07


